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Abstract	
Income disparity is a problem in many countries that can cause economic inefficiency, weaken social 
stability and solidarity, and inequality in long-term well-being. This study describes the income 
disparity in the provinces in Indonesia using the Williamson Index. The purpose of this study is to 
find out how the conditions of income disparity in Indonesia are and what are the variables that 
influence it. This study analyzes panel data regression from 32 provinces in Indonesia for 5 years 
through Eviews10. From the Williamson index calculation, East Java Province has the highest level of 
disparity while Gorontalo Province has the lowest disparity. Economic growth, investment, APBD, 
and Unemployment have a positive effect on income disparity while HDI has a negative effect. 
Variables that have a significant effect on the 5 percent alpha level are HDI, Government Spending, 
and Unemployment. While the variable of economic growth has a prob of 0.1558 so that it has a 
significant effect on income disparities at the alpha level of 0.2 or 20 percent, and investment has a 
prob of 0.4570 so that it has a significant effect on the alpha level of 0.5 or 50 percent. 

Keywords:	income disparity; williamson index; Indonesia	

Abstrak	
Disparitas pendapatan merupakan suatu permasalahan di banyak negara yang dapat menyebabkan 
inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketidakadilan dalam 
kesejahteraan dalam jangka panjang. Penelitian ini menggambarkan disparitas pendapatan di 
provinsi-provinsi di Indonesia dengan Indeks Williamson. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana kondisi disparitas pendapatan di Indonesia dan apa saja variabel-variabel 
yang mempengaruhinya. Penelitian ini menganalisis regresi data panel dari 32 provinsi di Indonesia 
selama 5 tahun melalui Eviews10. Dari perhitungan indeks williamson, Provinsi jawa timur memiliki 
tingkat disparitas tertinggi sementara Provinsi Gorontalo memiliki disparitas terendah. 
Pertumbuhan ekonomi, investasi, APBD, dan TPT berpengaruh positif terhadap disparitas 
pendapatan sedangkan IPM berpengaruh negatif. Variabel yang berpengaruh signifikan pada tingkat 
alpha 5 persen yakni IPM, APBD, dan TPT. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki prob 
sebesar 0.1558 sehingga berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan pada tingkat alpha 
0.2 atau 20 persen, dan investasi memiliki prob sebesar 0.4570 sehingga berpengaruh signifikan 
pada tingkat alpha 0.5 atau 50 persen. 

Kata	kunci: disparitas pendapatan; indeks williamson; Indonesia 

 

1. Pendahuluan	  

Pembangunan ekonomi wilayah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat pengangguran serta menekan ketimpangan 
antar wilayah. Salah satu faktor keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah dengan 
adanya pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan bukanlah perkara mudah, 
dilihat dari banyaknya hal yang harus dipenuhi agar tercapainya suatu kesejahteraan dan 
pembangunan yang merata. Hidayat (2014) pembangunan ekonomi suatu negara dinyatakan 
berhasil jika terjadinya pertumbuhan ekonomi dan diiringi oleh berkurangnya ketimpangan 
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pendapatan. Di Indonesia, upaya pemerintah dalam mengurangi disparitas pendapatan selain 
melalui kebijakan otonomi daerah, namun juga telah tertuang dalam RPJMN 2019-2024 yang 
berupaya mengentaskan permasalahan ketimpangan dalam mewujudkan pemerataan 
pembangunan ke seluruh masyarakat melalui pengembangan wilayah dengan menggunakan 
dua strategi utama yakni strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. 

Salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan 
ekonomi, berikut merupakan perkembangan pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di 
Indonesia. 

Gambar	1.	Perkembangan	Pertumbuhan	Ekonomi	di	Indonesia	
Sumber:	Data	diolah(2021)	

Meningkatkan pertumbuhan PDRB yang tinggi untuk melakukan pembangunan 
ekonomi akan memiliki konsekuensi apabila tidak diimbangi dengan upaya menciptakan 
pemerataan distribusi pendapatan. Hal ini nantinya akan menimbulkan sebuah masalah baru 
yang biasa disebut dengan ketimpangan pendapatan. Menurut Kuznets, distribusi pendapatan 
akan lebih merata ketika pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut sudah berada di 
tahap yang lebih matang, dan memang pada awal pertumbuhan, menurut Kuznets distribusi 
pendapatan akan cenderung tidak merata. 

Disparitas atau ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana pendapatan 
antar daerah masih memiliki selisih yang signifikan dan dalam jangka panjang hal ini akan 
menjadi permasalahan yang serius mengingat tujuan dari suatu negara adalah kesejahteraan 
masyarakatnya secara merata. Ketimpangan distribusi pendapatan memanglah berhubungan 
erat dengan pembangunan ekonomi itu sendiri, sehingga diperlukan strategi supaya 
pertumbuhan yang ingin dicapai juga dapat dibarengi dengan pemerataan pula dan juga menjaga 
ketidakmerataan yang terjadi tidak semakin tinggi. Oleh karena itu jika ketimpangan 
pendapatan dibiarkan terus meninggi dan tidak segera diatasi akan menimbulkan berbagai 
masalah yang kompleks seperti tingginya angka kemiskinan, tingkat kesejahteraan 
masyarakat yang rendah. Ketimpangan pendapatan perlu penanganan yang serius agar tingkat 
ketimpangannya rendah dan terkontrol. Sehingga kebijakan pembangunan dapat terlaksana 
dengan baik dan kesejahteraan masyarakat akan lebih dekat dengan keberhasilan. 
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Sementara itu, studi lainnya menganalisis disparitas pendapatan melalui faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. Lilis (2012) menyebutkan disparitas pendapatan umumnya terjadi 
pada setiap negara dan setiap daerahnya dikarenakan perbedaan potensi sumber daya alam 
yang tersedia, perbedaan keberadaan investasi dalam mengolah sumber daya alamnya, serta 
perbedaan kebijakan pemerintah pusat yang mengutamakan daerah tertentu dalam 
perencanaan yang menjadikan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah juga berbeda 
beda. Selain itu, faktor IPM juga mempengaruhi disparitas pendapatan dari sisi sumber daya 
manusianya. Karena dengan tingkat IPM yang tinggi maka kualitas SDM pada suatu daerah 
akan semakin tinggi dan akan berperan dalam pengurangan disparitas pendapatan baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Selain itu faktor yang mempengaruhi yaitu adanya tingkat 
pengangguran terbuka, TPT yang tinggi diasumsikan akan membebani suatu daerah dan 
menjadi penyumbang dalam disparitas pendapatan. Selain itu, ketimpangan antar daerah pada 
umumnya bisa terjadi dalam proses pembangunan daerah juga dikarenakan faktor lain seperti 
perbedaan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, arus modal, kebijakan 
pembangunan pemerintah pusat yang kurang menguntungkan wilayah tertentu dan 
perencanaan daerah yang kurang tepat, Lilis (2012).Beberapa gap penelitian tentang analisis 
disparitas pendapatan dan faktor faktor penyebabnya inilah yang menyebabkan perlunya 
studi tentang disparitas pendapatan serta variabel apa saja yang mempengaruhinya agar 
disparitas pendapatan segera terwujud dan pemerataan kesejahteraan segera tercapai. 

1.1. TINJAUAN	PUSTAKA	

1.1.1. Konsep	Pembangunan	Ekonomi	

Pembangunan ekonomi merupakan perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap 
masyarakat, lembaga nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap 
memperhatikan pengurangan ketimpangan dan pengentasan kemiskinan. Menurut Todaro 
(2006) pembangunan ekonomi memiliki tiga tujuan utama yakni: (1) Peningkatan ketersediaan 
serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan yang pokok. (2) Peningkatan standar hidup 
berupa penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan 
perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. (3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan 
sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan 

1.1.2. Konsep	Pertumbuhan	Ekonomi	

Boediono (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai 
faktor- faktor apa saja yang dapat menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka 
panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut 
dapat mendorong suatu proses pertumbuhan. Disamping itu, menurut Levine dan Renelt dalam 
Inayati (2020) salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi, 
sementara menurut Dreher dan Gassebner dalam Inayati (2020) menyebutkan bahwa aktivitas 
kewirausahaan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Teori pertumbuhan ekonomi endogen atau sering disebut dengan teori pertumbuhan 
baru (new growth theory), merupakan suatu teori yang menyajikan suatu kerangka teoritis 
untuk menganalisis pertumbuhan endogen atau proses pertumbuhan Gross National Product 
(GNP) yang bersumber dari suatu sistem yang mengatur proses produksi. Teori pertumbuhan 
endogen (endogenous growth theory) muncul dikarenakan kinerja teori neoKlasik yang tidak 
memuaskan dalam menjelaskan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori 
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pertumbuhan ekonomi endogen menyatakan bahwa pertumbuhan GNP itu sebenarnya 
merupakan suatu konsekuensi alamiah atas adanya ekuilibrium jangka panjang (Todaro, 
1994). Todaro juga menjelaskan bahwa melalui model pertumbuhan endogen dapat diketahui 
bahwa potensi keuntungan investasi yang tinggi di negara-negara berkembang yang rasio 
modal tenaga kerjanya masih rendah, ternyata terkikis oleh rendahnya tingkat investasi 
komplementer (complementary investment) dalam modal atau sumber daya manusia 
(terutama melalui pengembangan fasilitas dan lembaga pendidikan), sarana-sarana 
infrastruktur, serta aneka kegiatan penelitian dan pengembangan. Model ini menganjurkan 
keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan perekonomian nasional demi 
mempromosikan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung dan tidak langsung dalam 
pembentukan modal manusia dan mendorong investasi swasta asing dalam industri padat 
teknologi (Todaro, 1994). 

1.1.3. Konsep	Disparitas	Pendapatan	

Disparitas atau ketimpangan pendapatan merupakan suatu keadaan dimana pendapatan 
antar wilayah masih memiliki selisih yang signifikan dan dalam jangka panjang dapat 
berdampak buruk bagi perekonomian. Todaro (2006) menyebutkan bahwa disparitas 
pendapatan selain memiliki dampak positif yang mendorong dan memotivasi daerah tertinggal 
untuk mengejar ketertinggalannya, juga memiliki dampak negatif berupa inifiensi ekonomi, 
melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketidakadilan dalam kesejahteraan. Menurut 
Williamson pada tahap awal pembangunan ekonomi terdapat kesenjangan kemakmuran antar 
daerah, namun semakin maju pembangunan ekonomi kesenjangan tersebut semakin 
menyempit. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuznet yang menyatakan bahwa dalam jangka 
pendek terdapat korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan 
ketimpangan pendapatan, sebaliknya dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi 
korelasi yang negatif. Observasi ini yang sering dikenal dengan hipotesis “U terbalik” Kuznet 
yang sesuai dengan bentuk fluktuasi perubahan kecenderungan distribusi pendapatan dengan 
ukuran Koefisien Gini pertumbuhan GNP per kapita. 

1.1.4. Konsep	Indeks	Pembangunan	Manusia	

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses 
hasil pembangunan dan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kelayakan lainnya. 
Menurut Todaro dan Smith (2004), salah satu keuntungan terbesar Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) adalah Indeks tersebut mengungkapkan bahwa sebuah Negara dapat berbuat 
jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah dan kenaikan pendapatan yang besar 
dapat berperan relatif lebih kecil dalam pembangunan manusia. 

1.1.5. Konsep	Investasi	

Investasi merupakan pembentukan modal untuk pembuatan pembelian, dan pengadaan 
barang dari dalam maupun luar negeri untuk jangka panjang. Teori Investasi Harrod-Domar 
menyatakan bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang 
menentukan pertumbuhan ekonomi.Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui 
akumulasi tabungan. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai 
pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan 
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barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Investasi 
berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Inayati, 2018) 

1.1.6. Konsep	Pengeluaran	Pemerintah	

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu anggaran yang dikeluarkan pemerintah 
dalam melaksanakan tugasnya dan untuk kepentingan rakyatnya. Todaro (2000) 
menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi 
kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan 
anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa 
“pembayaran transfer” dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi 
pendidikan, subsidi kesehatan dan lain sebagainya. 

1.1.7. Konsep	Pengangguran	

Penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan 
suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, penduduk yang 
sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Inayati (2018) Menyebutkan bahwa 
Pengangguran memiliki hubungan negatif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. 

2. Metode	  

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data panel yaitu gabungan 
dari data time series tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 (5 Tahun) dan data cross section 
dari 32 Provinsi di Indonesia. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumenter 
yaitu dengan mengambil data dari publikasi Badan Pusat Statistik secara nasional maupun 
regional yang mencakup 32 Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Indeks 
Williamson untuk mengukur disparitas pendapatan Sedangkan untuk mengukur pengaruh 
variabel variabel dependen terhadap variabel independen menggunakan analisis persamaan 
regresi data panel dengan model Random Effect Model (REM) melalui software Eviews10. 

Indeks Williamson digunakan untuk mengetahui kondisi disparitas pendapatan di 32 
provinsi di Pulau Jawa dengan rumus sebagai berikut: 

 
√Σ ሺ𝑌𝑖 െ 𝑌ሻ2 𝑓𝑖⁄𝑛 

𝐼𝑊 ൌ 
𝑌 

, dimana 
IW = Indeks Williamson 
Yi = PDRB kota/kabupaten  
Yi = PDB provinsi 
Fi = jumlah penduduk di kota/kabupaten  
n = Jumlah penduduk di provinsi 

Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 – 1 (positif). Semakin besar nilai indeksnya, 
maka semakin besar juga tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah. Sebaliknya, semakin 
kecil nilai indeksnya, maka semakin kecil pula tingkat kesenjangan yang terjadi di wilayah 
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tersebut. Ketimpangan tinggi terjadi pada nilai indeks diatas 0,50. Sedangkan ketimpangan 
dikatakan rendah apabila nilai indeksnya dibawah 0,50. 

Sedangkan untuk mengukur pengaruh variabel variabel dependen terhadap variabel 
independen, digunakan persamaan data panel sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Keterangan : 
Y = Indeks Williamson 
a = konstanta 
b1-b7 = koefisien regresi variabel independen 
 X1 = Pertumbuhan Ekonomi 
X2 = IPM 
X3 = Investasi (PMDN) 
X4 = Pengeluaran Pemerintah (APBD)  
X5 =Tingkat Pengangguran Terbuka 

Penelitian ini menggunakan beberapa uji untuk memilih model terbaik. Uji Chow 
digunakan untuk memilih antara model CEM (Common Effect Model) dan dan FEM (Fixed Effect 
Model), sedangkan Uji Hausman dilakukan untuk memilih antara model FEM (Fixed Effect 
Model) dan dan REM (Random Effect Model). Sementara itu, uji asumsi klasik yang dilakukan 
dalam penelitian ini yaitu berupa uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, 
dan uji autokorelasi. Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Uji T untuk 
mengetahui pengaruh secara parsial antar masing-masing variabel bebas terhadap variabel 
terikat, uji yang kedua yaitu Uji F yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bersama sama 
antar variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu uji analisis Koefisien Determinasi 
(Adjusted R Square) untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh variabel independen 
secara keseluruhan terhadap nilai variabel dependen. 

3. Hasil	dan	Pembahasan	  

3.1. Disparitas	Pendapatan	di	Indonesia	

Indonesia memiliki kondisi geografis dan tipografis yang berbeda-beda di setiap 
provinsinya. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pada kondisi sumber daya alam dan 
sumber daya manusia di setiap daerahnya. Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya 
perbedaan pada disparitas pendapatan di masing-masing provinsi yang digambarkan dengan 
Indeks Williamson. Indeks Williamson dari 32 provinsi di Indonesia selama 2015-2019 dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar	2.	Perkembangan	Indeks	Williamson	di	Indonesia	2015‐2019	
Sumber:	Data	diolah	(2021)	

Gambar diatas menjelaskan bahwa disparitas pendapatan tertinggi berada pada Provinsi 
Jawa Timur dengan rata-rata Indeks Williamson sebesar 0.976 sedangkan disparitas 
pendapatan terendah berada pada Provinsi Gorontalo dengan rata-rata Indeks Williamson 
sebesar 0.146. Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa provinsi yang tergolong dalam 
ketimpangan rendah yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, 
Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DIY, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, 
Maluku Utara karena memiliki rata-rata Indeks Williamson di bawah 0.5. Sedangkan provinsi 
yang tergolong ketimpangan tinggi yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan karena memiliki rata-rata Indeks Williamson di atas 0.5. 

3.2. Faktor‐faktor	yang	Mempengaruhi	Disparitas	Pendapatan	di	Pulau	Jawa	

Berdasarkan estimasi data panel menggunakan eviews10, pemilihan model dilakukan 
melalui dua uji yaitu Uji Chow dan Uji Hausman dengan hasil seperti tabel berikut: 

Tabel	1.	Pemilihan	Model	

Jenis	Uji	 Effect Test Prob Hasil
Chow CEM-FEM 0.0000 FEM
Hausman FEM-REM 0.0950 REM
Sumber:	Data	diolah	(2021)	

Berdasarkan Uji Chow nilai dari Prob Cross Section chi square sebesar 0,0000 yang 
artinya kurang dari 0.05 atau 5%, maka model FEM lebih sesuai digunakan dalam penelitian 
ini. Berdasarkan Uji Hausman nilai dari Prob Cross Section chi square sebesar 0.0950 yang 
artinya kurang dari 0.05 atau 5%, maka model REM lebih sesuai digunakan dalam penelitian 
ini. 
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Dari kedua uji diatas dapat disimpulkan bahwa model REM merupakan model terbaik 
dari penelitian ini. Dengan model REM, hasil analisis regresi yang diperoleh adalah sebagai 
berikut: 

Tabel	2.	Analisis	Hasil	Regresi	Menggunakan	REM	

Variable Coefficient Probability
Pertumbuhan 0.011500 0.1558
IPM -0.013055 0.0082
Log_Investasi 0.009692 0.4570
Log_Apbd 0.295365 0.0000
TPT 0.014168 0.0257
C -0.764979 0.0429
R Square 0.236103
Adjusted R-
Square 

0.211301

F-Statistic 9.519589
Prob (F-
Statistic) 

0.000000

Sumber:	Data	diolah	(2021)	

Sehingga dapat diperoleh model persamaan sebagai berikut: 

Y = -0.764979 + 0.011500X1 -0.013055X2 + 0.009692X3 + 0.295365X4 + 0.014168X5 +e 

Dari data diatas dapat dilihat regresi data panel menggunakan Random	Effect	Model	
(REM)	dan didapatkan hasil bahwa Indeks Williamson memiliki koefisien negatif sebesar 
0.764979 yang artinya apabila Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Investasi, APBD, dan TPT bernilai 
nol (0) maka Indeks Williamson bernilai -0.764979 %. Pertumbuhan Ekonomi memiliki 
hubungan positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan pada 
tingkat alpha 20%, apabila Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1% maka 
Indeks Williamson juga mengalami kenaikan sebesar 0.011500 % dan sebaliknya. IPM 
memiliki hubungan negatif signifikan pada tingkat signifikansi 5% , jika IPM mengalami 
kenaikan sebesar 1 % maka Indeks Williamson mengalami penurunan sebesar 0.013055% dan 
sebaliknya. Investasi memiliki hubungan positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
disparitas pendapatan pada tingkat alpha 50%, apabila Investasi mengalami kenaikan sebesar 
1 % maka Indeks Williamson juga mengalami kenaikan sebesar 0.009692% dan sebaliknya. 
APBD memiliki hubungan positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap disparitas 
pendapatan pada tingkat alpha 5%, sehingga jika APBD mengalami kenaikan sebesar 1 % maka 
Indeks Williamson juga mengalami kenaikan sebesar 0.295365% dan sebaliknya. Lalu TPT 
memiliki hubungan positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan 
pada tingkat alpha 5%, sehingga jika TPT mengalami kenaikan sebesar 1 % maka Indeks 
Williamson juga mengalami kenaikan sebesar 0.014168 % dan sebaliknya. 

Uji T mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Indeks Williamson karena nilai probabilitasnya lebih dari 0.05 atau 5%. Lalu, variabel IPM 
memiliki probabilitas sebesar 0.0082, sehingga dapat diartikan bahwa IPM berpengaruh 
signifikan terhadap Indeks Williamson karena nilai probabilitasnya kurang dari 0.05 atau 5%. 
Kemudian untuk variabel Investasi memiliki probabilitas sebesar 0.4570, sehingga dapat 
diartikan bahwa Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Williamson karena 
nilai probabilitasnya lebih dari 0.05 atau 5%. Sedangkan untuk variabel APBD memiliki 
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probabilitas sebesar 0.0000, sehingga dapat diartikan bahwa APBD berpengaruh signifikan 
terhadap Indeks Williamson karena nilai probabilitasnya kurang dari 0.05 atau 5%. Dan untuk 
variabel TPT memiliki probabilitas sebesar 0.0257, sehingga dapat diartikan bahwa TPT tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Indeks Williamson karena nilai probabilitasnya lebih dari 
0.05 atau 5%. 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai F-hitung 9.519589 dengan 
probabilitas 0.000000. sehingga dapat diartikan bahwa secara simultan Pertumbuhan 
Ekonomi, IPM, Investasi, APBD dan TPT berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks 
Williamson, karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0.05 atau 5%. Lalu berdasarkan Uji 
Koefisien Determinasi, nilai R2 dalam penelitian ini sebesar 0.236103. Hal ini berarti bahwa 
etase nilai tukar yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 23% dan sisanya 
(100%-23%) 77% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

Uji Asumsi Klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah penelitian ini layak atau 
tidak digunakan adalah residual menyebar normal (uji normalitas), antar residual saling 
bebas (uji autokorelasi), dan kehomogenan ragam residual (uji heterokedastisitas), dan antar 
variabel independen tidak berkorelasi (uji multikolinieritas). Hasil dari uji asumsi klasik dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.2.1. Uji	Normalitas	

 
Gambar	3.	Grafik	Jarque	Bera	

Dari grafik diatas dapat dilihat hasil dari Jarque Bera memiliki nilai sebesar 1.869904 
dan nilai probabilitas sebesar 0.392605. Penelitian ini dikatakan berdistribusi normal karena 
memiliki nilai probabilitas dibawah 0,05 atau 5%. 

3.2.2. Uji	Heterokedastisitas	

Tabel	3.	Uji	Heterokedastisitas	

Variable	 Coefficient Std. Error t‐Statistic Prob.	

C 0.463339 0.266096 1.741250 0.0836 

PERTUMBUHAN 0.009640 0.006190 1.557268 0.1215 
IPM -0.004277 0.003314 -1.290786 0.1987 
LOG_INVESTASI 0.005556 0.010035 0.553728 0.5806 
LOG_APBD -0.013376 0.033073 -0.404429 0.6865 
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Variable	 Coefficient Std. Error t‐Statistic Prob.	

TPT -0.002653 0.004587 -0.578532 0.5638 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada semua variabel tidak terdapat gejala 
heterokedastisitas karena nilai probabilitas pada setiap variabel independen memiliki diatas 
0,05 atau 5%. 

3.2.3. Uji	Multikolinieritas	

Tabel	4.	Uji	Multikolinearitas	

PERTUMBUH	AN	
IPM	

LOG_INVES
TASI	 LOG_APBD

	
TPT	

PERTUMBUHAN 1.000000 -
0.093109

-0.186539 0.014036 -0.263581 

IPM -0.093109 1.000000 0.317454 0.268679  0.230905 
LOG_INVESTASI -0.186539 0.317454 1.000000 0.619933  0.224305 
LOG_APBD  0.014036 0.268679 0.619933 1.000000  0.089796 
LOG_TPAK -0.263581 0.230905 0.224305 0.089796 1.000000 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa koefisien korelasi antar variabel independen 
yang diteliti memiliki nilai yang kurang dari 0.85. maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian. 

3.2.4. Uji	Autokorelasi	

Pada tabel model REM, menjelaskan nilai Durbin Watson sebesar 2.022065 sehingga 
dapat dijelaskan area auto korelasi dengan gambar sebagai berikut: 

	
Gambar	4.	Model	REM	

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala 
autokorelasi karena hasil Drubin Watson berada pada titik “tidak ada Autokorelasi” dan berada 
diantara titik dU dan 4-dU. 

3.3. Pengaruh	Pertumbuhan	Ekonomi	terhadap	Disparitas	Pendapatan	di	Pulau	
Jawa	

Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif dan memiliki pengaruh signifikan 
terhadap disparitas pendapatan pada tingkat alpha 20%, apabila Pertumbuhan Ekonomi 
mengalami kenaikan sebesar 1% maka Indeks Williamson juga mengalami kenaikan sebesar 
0.011500 % dan sebaliknya. 
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Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya ketimpangan 
pendapatan di Indonesia dapat terjadi karena dalam jangka pendek hasil dari keberhasilan 
pembangunan belum bisa dirasakan oleh keseluruhan masyarakat Indonesia. Hal ini 
dikarenakan pemerataan pembangunan dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 masih pada 
tahap awal sehingga belum dapat berpengaruh terhadap disparitas pendapatan. Waktu 
penelitian yang tidak terlalu lama ini pula yang menyebabkan hasil dari pengaruh 
pertumbuhan penduduk terhadap disparitas pendapatan tidak signifikan. Di sisi lain, dalam 
jangka panjang pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh negatif terhadap disparitas 
pendapatan. Menurunnya disparitas pendapatan ini dikarenakan dalam jangka panjang, 
pertumbuhan ekonomi akan dapat dirasakan masyarakat secara optimal dan menyeluruh. Hal 
ini sesuai dengan teori Kuznet bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek akan 
memperburuk pemerataan pendapatan, namun pada tahap selanjutnya pemerataan 
pendapatan akan membaik seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Teori ini sering 
dikenal dengan hipotesis “U terbalik” Kuznet. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tahap 
awal hipotesis ‘U terbalik” berlaku pada hubungan pertumbuhan ekonomi dan disparitas di 
Indonesia tahun 2015-2019. 

Hasil yang menyebutkan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan 
meningkatkan Disparitas Pendapatan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Masuri 
(2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 
Ipm,Tpak Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014” 

3.4. Pengaruh	IPM	(Indeks	Pembangunan	Manusia)	terhadap	Disparitas	
Pendapatan	di	Pulau	Jawa	

IPM memiliki hubungan negatif signifikan pada tingkat signifikansi 5% , jika IPM 
mengalami kenaikan sebesar 1 % maka Indeks Williamson mengalami penurunan sebesar 
0.013055% dan sebaliknya. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks yang menggambarkan 
kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Jika ketiga komponen tersebut meningkat maka akan 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Kualitas sumber daya manusia 
yang tinggi akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga akan menurunkan 
disparitas pendapatan. Karena pada dasarnya pembangunan manusia yang baik akan 
memperbaiki pula tingkat pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran masyarakat. Di sisi lain, 
semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh suatu masyarakat, maka produktivitas tenaga 
kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu bahwa 
pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi 
disparitas pendapatan dikarenakan pendidikan berperan di dalam meningkatkan 
produktivitas tenaga kerja. Teori tersebut menganggap pertumbuhan penduduk dapat 
ditentukan oleh produktivitas kerja perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang 
lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat 
ditunjang, dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung 
akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. 

Hasil yang menyebutkan bahwa IPM akan menurunkan Disparitas Pendapatan ini sesuai 
dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro and Smith yang menyebutkan bahwa terdapat 
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faktor faktor yang dapat menanggulangi kesenjangan seperti kesehatan dan pendidikan. Hasil 
penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masruri (2016) dalam 
penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm,Tpak Dan 
Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2011-2014” 

3.5. Pengaruh	Investasi	(PMDN)	terhadap	Disparitas	Pendapatan	di	Pulau	Jawa	

Investasi memiliki hubungan positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
disparitas pendapatan pada tingkat alpha 50%, apabila Investasi mengalami kenaikan sebesar 
1 % maka Indeks Williamson juga mengalami kenaikan sebesar 0.009692% dan sebaliknya. 

Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan para penanam modal atau 
perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi 
untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam 
perekonomian, sehingga investasi disebut juga dengan penanaman modal (Sukirno, 2016). 
Meningkatnya Investasi yang diikuti dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan di pulau 
Jawa dapat terjadi karena di Pulau Jawa para investor dalam menanamkan modalnya tidak 
memperhatikan bagaimana pendistribusian pendapatan dikalangan masyarakat. Dalam 
melakukan investasi, para investor hanya mempertimbangkan pembangunan infrastruktur, 
potensi daerah dan hal hal yang mendukung kepentingan investasi. Para investor juga akan 
memilih daerah daerah maju atau daerah berpotensi sehingga pada daerah yang tidak 
berpotensi tidak terjamah oleh para investor dan investasi hanya terkonsentrasi pada daerah 
tertentu saja. Hubungan positif antara investasi dan disparitas pendapatan ini juga dipengaruhi 
oleh alokasi investasi yang tidak merata pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa sehingga 
berdampak pada pemusatan investasi pada suatu daerah dan menyebabkan pada kesenjangan 
pendapatan masyarakat antara daerah yang mendapatkan penanaman modal tinggi dan 
rendah. 

Hasil yang menyebutkan bahwa investasi akan meningkatkan Disparitas Pendapatan ini 
sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar dalam Haris Hidayat (2014) dalam 
penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Ipm 
Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012“ 
yang menyebutkan bahwa investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung 
pada pertumbuhan ekonomi dan seiring dengan peningkatan pertumbuhan tersebut maka 
akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan. Namun berbanding terbalik dengan 
penelitian dari Inayati (2018) yang berjudul “The Corruption Income and Inequality Trap” 
yang menyebutkan bahwa FDI mampu menurunkan ketimpangan pendapatan. 

3.6. Pengaruh	Pengeluaran	Pemerintah	(APBD)	terhadap	Disparitas	Pendapatan	
di	Pulau	Jawa	

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan salah satu bentuk 
pengeluaran pemerintah yang mana menurut Todaro pengeluaran pemerintah bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan 
antar kelompok masyarakat. APBD memiliki hubungan positif dan memiliki pengaruh 
signifikan terhadap disparitas pendapatan pada tingkat alpha 5%, sehingga jika APBD 
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mengalami kenaikan sebesar 1 % maka Indeks Williamson juga mengalami kenaikan sebesar 
0.295365% dan sebaliknya. 

Namun pernyataan Todaro berbanding terbalik dengan hasil dari penelitian ini. 
Meningkatnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang diikuti dengan 
meningkatnya ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa dapat terjadi karena pengeluaran 
pemerintah yang disalurkan ke masyarakat belum secara sepenuhnya dapat dinikmati dan 
dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Penguasaan anggaran oleh hanya beberapa kelompok 
saja menjadikan tingginya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menjadi faktor 
penyebab tingginya disparitas pendapatan. Hal ini mengartikan bahwa pengeluaran 
pemerintah belum mampu menekan tingkat disparitas pendapatan di Pulau Jawa. Padahal, 
tujuan dari pengeluaran pemerintah sendiri sebenarnya merupakan stimulus untuk mencapai 
kesejahteraan dan pemerataan pendapatan di Pulau Jawa. Selain itu, permasalahan alokasi 
anggaran APBD menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan mengingat besarnya pengeluaran 
pemerintah untuk setiap daerah tidak sama. Strategi alokasi pengeluaran pemerintah tersebut 
perlu dilaksanakan dengan tepat agar dapat menstimulus dan mempercepat pertumbuhan 
ekonomi dan mengurangi disparitas pendapatan antar daerah. Dalam penelitian ini, 
pengeluaran pemerintah yang menjadi salah satu penyebab disparitas pendapatan 
diasumsikan sebagai pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi, terpusat, namun tidak 
merata. Pengeluaran pemerintah pada setiap daerah memiliki besaran yang tidak sama karena 
menyesuaikan dengan kondisi daerah yang berbeda-beda baik dari jumlah penduduk maupun 
pendapatan asli daerahnya. Maka dari itu rumusan alokasi pengeluaran pemerintah untuk 
setiap daerah perlu dilakukan dengan baik agar permasalahan disparitas pendapatan dapat 
diperbaiki. 

Hasil yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah akan menurunkan Disparitas 
Pendapatan ini berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (2000) yang 
menyebutkan bahwa anggaran pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan mengurangi kesenjangan. Teori ini tidak berlaku pada disparitas di Indonesia 
karena dalam penelitian ini rentan waktu yang digunakan relatif singkat yakni tahun 2015-
2019 sedangkan pemerataan pendapatan yang disebabkan oleh pengeluaran pemerintah 
memerlukan proses dan jangka waktu yang panjang. Hasil penelitian ini juga berbanding 
terbalik dengan penelitian dari Inayati (2018) yang berjudul “The Corruption Income and 
Inequality Trap” yang menyebutkan bahwa Pengeluaran pemerintah mampu menurunkan 
ketimpangan pendapatan. Hubungan signifikan positif antara pengeluaran pemerintah dan 
disparitas pendapatan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Wahyuni 
(2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi 
Bali” 

3.7. Pengaruh	TPT	(Tingkat	Pengangguran	Terbuka)	terhadap	Disparitas	
Pendapatan	di	Pulau	Jawa	

Lalu TPT memiliki hubungan positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
disparitas pendapatan pada tingkat alpha 5%, sehingga jika TPT mengalami kenaikan sebesar 
1 % maka Indeks Williamson juga mengalami kenaikan sebesar 0.014168 % dan sebaliknya. 
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Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap 
jumlah angkatan kerja. Namun, lapangan pekerjaan di daerah perkotaan masih kurang bisa 
menampung jumlah pengangguran di Indonesia sehingga tingkat pengangguran di Indonesia 
semakin tahun semakin meningkat. Apabila tingkat pengangguran berkurang dengan asumsi 
bahwa semakin banyak penduduk yang bekerja, maka produktivitas semakin meningkat 
sehingga pendapatan juga meningkat dan menyebabkan ketimpangan juga berkurang. 
Semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang bekerja dan menerima pendapatan 
diharapkan mampu memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan yang ada Di Indonesia. 
Permasalahan pengangguran yang disebabkan oleh berkurangnya lapangan pekerjaan dapat 
dikurangi dengan mencanangkan pelatihan pelatihan kewirausahaan padat karya untuk 
menstimulus agar masyarakat termotivasi untuk berwirausaha sehingga lapangan pekerjaan 
bertambah. 

Hasil yang menyebutkan bahwa TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) akan 
meningkatkan Disparitas Pendapatan ini sesuai dengan penelitian Sabda Imani R. Dkk(2013) 
yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Di Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2008-2011”. 

4. Simpulan	  

Dari analisis yang telah dilakukan peneliti Kondisi disparitas pendapatan di 32 provinsi 
di Indonesia dalam periode 2015-2019 sangat beragam dan fluktuatif. Disparitas pendapatan 
tertinggi dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dengan nilai rata-rata Indeks Williamson sebesar 
0.976, sedangkan untuk provinsi yang memiliki disparitas pendapatan paling rendah yaitu 
Gorontalo dengan rata-rata Indeks Williamson sebesar 0.149. Dari tabel diatas dapat 
disimpulkan bahwa provinsi yang tergolong dalam ketimpangan rendah yaitu Provinsi Aceh, 
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, 
DIY, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara. Sedangkan provinsi yang 
tergolong ketimpangan tinggi yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Selatan. 

Faktor faktor yang berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan yakni 
pertumbuhan ekonomi, investasi, APBD, dan TPT. Sedangkan faktor yang berpengaruh negatif 
yakni IPM. Variabel yang berpengaruh signifikan pada tingkat alpha 5% yakni Indeks 
Pembangunan Manusia, APBD, dan TPT karena memiliki Prob dibawah 0.05 atau 5% 
sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki prob sebesar 0.1558 sehingga 
berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan pada tingkat alpha 0.2 atau 20%, dan 
investasi memiliki prob sebesar 0.4570 sehingga berpengaruh signifikan pada tingkat alpha 
0.5 atau 50%. 

Berdasarkan studi yang dilakukan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran 
yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang bersangkutan dan bagi peneliti 
selanjutnya. Bagi pemerintah diharapkan mampu mengontrol laju pertumbuhan ekonomi dan 
IPM agar kualitas sumber daya manusia dan perekonomian Indonesia tetap terjaga dengan 
baik. Seharusnya pemerintah juga memperhatikan alokasi PMDN dan APBD agar antar daerah 
tidak mengalami kesenjangan yang semakin parah. Pemerintah diharapkan juga mampu 
mengeluarkan regulasi mengenai urbanisasi, pelatihan kewirausahaan padat karya, serta 
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membuka lapangan pekerjaan baru agar pengangguran di Indonesia dapat berkurang. Selain 
itu, peneliti selanjutnya diharapkan mampu menggunakan objek penelitian yang berbeda dan 
lebih komprehensif. 
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